BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah menghasilkan pembahasan

diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru
dan Dosen mengatur tentang pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh
penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Pernyataan ini berarti
bahwa bentuk hubungan hukum antara badan penyelenggara perguruan tinggi
swasta dengan dosen adalah hubungan hukum yang bersifat kontraktual, yang
berarti bahwa hubungan antara badan penyelenggara perguruan tinggi swasta
dengan dosen terjadi setelah adanya kesepakatan atau perjanjian kerja.
Berkenaan dengan fungsi dan peran dosen sebagai tenaga pendidik berarti
bahwa hubungan hukum yang lahir antara badan penyelenggara perguruan
tinggi swasta dengan dosen merupakan hubungan hukum yang terkait dengan
bidang akademik atau hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi.

2. Konsekuansi hubungan hukum antara badan penyelenggara perguruan tinggi
swasta dengan dosen yang bersifat kontraktual harus dibuat berdasarkan
perjanjian kerja yang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip perjanjian, yaitu asas

kebebasan berkontrak, facta sun servanda, asas konsensualisme, asas i’tikat
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baik, dan asas personal. Dan apabila terdapat ketidaksamaan dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut makan akan muncul perselisihan hubungan
industrial antara Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan dosen
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial mewajibkan penyelesaian hubungan industrial tersebut
pertama-tama melalui bipartit secara musyawarah dan mufakat. Apabila upaya
bipartit gagal, maka para pihak dapat mengajukan upaya tripartit ke Dinas
Tenaga Kerja yang dilakukan secara mediasi/konsiliasi dan arbitrase. Apabila
upaya mediasi dalam tripartit tersebut gagal, maka para pihak dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Terhadap putusan
arbiter dalam tripartit hanya dapat dimintakan pembatalan melalui kasasi ke
Mahkamah Agung.

B. Saran
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Bagi penegak hukum dan pembuat undang-undang, untuk mengkaji ulang
undang-undang yang terkait dengan hubungan kerja dosen dengan badan
penyelenggara perguruan tinggi swasta supaya jelas bahwa hubungan hukum
yang dilahirkan antara badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dengan
dosen masuk dalam hukum ketenagakerjaan.

2. Bagi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dan dosen hendaknya lebih

teliti dan rinci dalam membuat perjanjian kerja. Dapat mengadopsi Poin-poin
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penting yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan namun belum
diatur dalam undang-undang dosen supaya lebih komprehensif, tetapi tidak
semua pasal-pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan dapat diterapkan di
dalam hubungan hukum antara badan penyelenggara perguruan tinggi swasta

dengan dosen
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